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Perlindungan konsumen di Kota Tanjung Balai sangat penting terutama 

banyaknya beredar kosmetik tanpa label halal seiring pesatnya perkembangan 

konsumen. Produk kosmetik tanpa label halal berpotensi merugikan konsumen dan 

menunjukkan belum optimalnya pengawasan oleh BPOM. Pada Pasal 4 undang-

undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang mengharuskan 

setiap produk memenuhi standar keamanan, mutu, dan pelabelan halal. Oleh sebab 

itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum oleh BPOM serta 

kendala dan upaya dalam penegakan hukum. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan pendekatan 

yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan 

sosiologis. Data diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) dengan 

teknik wawancara kepada pihak terkait, serta didukung oleh studi kepustakaan 

(library research) melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh BPOM 

terhadap produk kosmetik tanpa label halal di Kota Tanjung Balai dilakukan 

melalui pengawasan pre-market dan post-market, pemeriksaan distribusi, serta 

penindakan pelanggaran berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 

tentang BPOM, Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan 

Pembuatan dan Peredaran Kosmetik, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 

tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana diubah melalui Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih 

ditemukan pelanggaran akibat keterbatasan pengawasan, rendahnya kesadaran 

pelaku usaha, dan kurangnya pemahaman masyarakat. Upaya yang dilakukan 

meliputi sosialisasi, kerja sama antar instansi, dan pemberian sanksi sesuai 

ketentuan hukum. 

Disarankan agar BPOM meningkatkan pengawasan dan memperkuat 

koordinasi dengan instansi terkait guna efektivitas penegakan hukum. Selain itu, 

perlu peningkatan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat, serta dukungan 

pemerintah dalam penambahan sumber daya. Pelaku usaha diharapkan lebih patuh, 

dan masyarakat lebih selektif dalam memilih produk. 

 

Kata kunci: Penegakan Hukum, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Produk 

Kosmetik, Label Halal. 
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